
3. Unda1g- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Oaerah dan 
Retril>usi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nemer 3685) sebagaimana telah di ubah dengan Undang - Undang 
Nornor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - 
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retril>usi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Neqara Republik 
tnoonesla Nomor 4048), 

2. Unda iq - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajal; Bumi dan 
Bang man (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia i\tomor 3312) 
sebaqaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 
Tahun 1994 perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Repu olik Indonesia Nomor 3569); 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok 
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republtk 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Sebagaimana 
telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 
199~· tentang Perubahan Atas Undang - Undanc No rno r 8 
Tahun 197 4 ten tang Poke k Pokok Kepegawian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
169, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
389( ); 
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b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf ,1 di 
atas perlu diatur dengan Peraturan Bupati; 

bahwa dengan belum ditetapkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Sarolangun tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2009, 
dikarenakan masih menunggu evaluasi oleh Gubernur Jambi maka 
untuk kelancaran pengeluaran belanja yang bersifat wajib dan 
menqikat serta demi kelancaran kegiatan lainnya yang telah 
dianqqarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Bela1ja Daerah 
Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2009, perlu menetapkan 
dengan Peraturan Bupati tentang pengeluaran betanja yang 
bersi'at wajib dan mengikat Tahun Anggaran 2009: 

a. 

BUPATI SAROLJ\NGUN, 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN 
NOMOR 02- TJ\HUN 2009 

TENTJ\NG 

PENGELUARAN BELANJA 1WAJIB DAN MENGIKAT TAHUN ANGGARAN 2009 
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA 

------------------------------------------- 



7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Namer 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

8. Undang - Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4355); 

9. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik 
lndonosla Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

10. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan 
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

11. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lernbarar- Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarno ahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 

12. Undanq - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernermtanan 
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebaqaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang 
- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undanq - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

13. Undanq - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuancan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tamoahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

14. Perafuran Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, 1 arroehan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

4. Unds ng - Undang Nornor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia tahun 1997 Nornor 44, Tarnbahan t.emoaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 3688); 

f 

5. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pernbentukan 
Kabi, paten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro 
Jarnbi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembarnn Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3903); Sebagaimana telah diubah 
dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, 
dan ~<abupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomqr 81, Tambahan Lembaran Negara 
Repul:>lik Indonesia Nomor 3969); 

G. u11ud11y - undang Nomor 30 Tahun 2002 tentanq Komisi 
Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Repuhlik lnrll"ln~c:i~ "'"'1"')' A'">50); 
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2 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik lndor.esia Nomor 
4138); r 

16. Pera :uran Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Dae, ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Norn x 4139); 

17. Pera uran Pemerintah Nomor 24 Tahun 20G4 tentang Kedudukan 
Prot rkoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republi'~ Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Neqara Republik 
lndonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapakali diubah 
teraj hir dengan Peraturan Pernermtah Nomor 21 tahun 2007 tentang 
Peruhahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 
200-4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negera Republik Indonesia Nomor 4712); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pen~ elolaan Keuangan Bad an Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Lembaran Negara 
Repuolik Indonesia Nomor 4502); 

19. Perat.iran Pemerintah Ncmor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomcr 131, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
4570); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnforrnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun :?OOS Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
indonesia Nomor 4577); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangar: Daerah (Lembaran Negara Rapublik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4585); 

- = ,:; .. -,- . ... -- - - - . - ·- .. 
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1. Belanja menurut Kelompok Belanja sebagaimana dimaksud terdiri dari : 

BAB II 
PENGELUARAN BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT 

Pasal 2 

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah 
Oaerah ci~n nPR r) menu= •t "'7"'7 "t""'"""1; ~-"1 tu gas pembantuan dengan prinsip 
seluas-luasnya dalam slstern dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimaa dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penye!enggaraan Pemerintah Daerah; 

3. Kabupaten adalah k abupaten Sarolangun; 
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sarolangun; 
5. Bupati adalah Bupati Sarolanqun: 
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sarolangun; 
7. Belanja yang bersifat WaJ ib dan Mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara 

terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupatsn 
Sarolangun dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun 
anggaran yang bersangkutcrn. 

BAB I 
KETENTUAN uMUM 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan PENGELUARAN BELANJA WAJIB DAN MENGII<AT TAHUN 

ANGGARAN 2009 

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APB)) Tahun Anggaran 2009; 

c. Perat iran Oaerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2005 
tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lsmbaran 
Daernh Kabupaten Sarolangun Tahun 2005 Nomor 2 Seri E, 
Nornor 1) 

a. 

29. Pera1uran Oaerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 
tenta 19 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 
Sarol:mgun (Lembaran Oaerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 
Nomor 03); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2086 tentang 
Pedo nan Pengelolaan Keuangan Daerah; 

Memrerhatikan 

28. Perauran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 08 Tahun 2006 
tenta iq Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RKPJ) Kabupaten 
Sarolangun Tahun 2006-2J25 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Saro angun Tahun 2006 Nomor 08 Seri E, Nomor 04); 

27. Pera:uran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbaqian 
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Oaerah Provinsi 
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republ.k 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan t.ernoaran Negara 
Repi blik tndonesia Nomor 4737); 
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1. Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b drqunak an 
untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dart 
12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan 
kegiatan Pemerintah Oaerah. 

Pasal 7 

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a untuk pengeluaran 
honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. 

Pasal 6 

Kelompok Belanja l.anqsunq sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 huruf b dibagi 
menurut jenis belanja yang ter diri dari : 

a. belanja pegawai; 
b. belanja barang dan jasa; dan 
c. belanja modal; 

Pasal 5 

1. Belanja Pegawai sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 3 huruf a merupakan belanja 
kompensasi, dalam b ent.ik gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang 
diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapk an sesuai denqan ketentuan 
Perundang-undangan. 

2. Uang representasi dan tunjanqan pimpinan dan anggota OPR O serta gaji dan 
tunjangan Kepala Oaerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan 
penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-L:ndangan 
diancqarkan rt:-ilam belania peqawai. 

Pasal 4 

a. belanja pegawai; 
b. bunga; 
c. subsidi; 
d. hibah; 
e. bantuan sosial; 
f. belanja bagi hasil; 
g. bantuan keuangan; dan 
h. belanja tidak terduga; 

Kelompok Belanja Tidak Lanusunq sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 huruf a 
dibagi menurut jenis belanja ~ang terdiri dari : 

Pasal 3 

3. Kelompok Belanja l.anqsunq merupakan belanja yang dianggar .an terkait secara 
langsung dengan palaksanaan program dan kegiatan. 

a. Belanja Tidak Langsung; can 
b. Belanja Langsung. 

2. Kelompok Belanja Tidak Langsung m,erupakan belanja yang dianggarkan tidak 
terkait secara langsung denqan pelaksanaan program dan kegiatan. 

J ,ifct J, Pf:Ht'.i;n;; ·, ···: · ':.) "•.1 • • I ------- .. --·- ,. 



BERITA DAERAH KABUPATEN S.l'i.ROLANGUN TAHUN 2009 NOMOR 

Pada Tanggal Januan 2009 

SEKRETARIS DAERAH K~PATEN SAROLANGUN 

// :;_7/ » ·,cw; 
Ir. [ BASJRI 

H. HASAN BAS RI AGUS 

Ditetapkan di Sarolangun 

Pada Tanggal Q.O Januari 2009 

BUPATI si LANGUN, 

// .jd ,,,_,., - .. 
' / 

KEBENAllANNYA 
~-~--\<.A---- tt~IJtv) 

TGL. 

I TELi\H 

ITJ~: 61~ • I 
Diundangkan di Sarolangun 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat menqetahuinva, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

2. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa sebagaimana dimaksud pada 
ayat 1 mencakup belanja pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, 
perawatan kendaraan bermotor, cetak/pengadaan, sewa 
rumah/gedung/gudang/pdrkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa 
perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan 
atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dar hari-hari terte ntu, perjalanan dinas, 
perjalanan dinas pindah dan pemulangan pegawai. 

1. Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b digunakan 
untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 
12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan proqrarn dan 
kegiatan pemerintah daerah. 

Pasal 7 

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a untuk pengeluaran 
honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. 

Pasal 6 

Pasal 5 
Kelompok Belanja Langsung sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 huruf b dibagi 
menurut jenis belanja yang terdiri dari r: 

a. belanja pegawai; 
b. belanja barang dan jasa; dan 
c. belanja modal; 


